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Abstract 

The aim of this research is to achieve successful implementation of the quality and free 
scholarship program (PERINTIS) for students in Lamongan Regency who are less prosperous 
and high achieving students organized by the Regent of Lamongan through the Lamongan 
Regency Education Office.  The type of research used is qualitative with a descriptive 
approach, namely by describing and analyzing research results. So it can be accounted for 
and easily understood.  This research uses data sources from scientific journals, literature 
books, official websites. This research also uses data collection techniques by observation, 
interviews and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling 
and the data sources used are primary data and secondary data.  The research results show 
that the implementation of the PERINTIS scholarship program can be said to be in 
accordance with the criteria of Edward III's theory, namely, communication, resources, 
disposition and bureaucratic structure. So the results obtained were that the implementation 
of the PERINTIS scholarship program carried out by the Lamongan Regency Education Office 
was quite effective. The implementation of this program is beneficial for the community and 
organizations and the quality and free scholarship program (PERINTIS) will be carried out on 
an ongoing basis. There are several obstacles in implementing the PERINTIS scholarship 
program, including selection time constraints in determining whether recipients of the 
PERINTIS scholarship program are eligible or not, as well as limited numbers and time for the 
survey team. 
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Pendahuluan 

Pendidikan adalah upaya dasar 

yang direncanakan untuk menciptakan 

lingkungan  dan proses  pembelajaran  di 

mana  siswa  secara  aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual dan 

keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu 

hidup, pengetahuan  umum, dan 

keterampilan  yang diperlukan untuk 

berpartisipasi dalam masyarakat yang 

berdasarkan hukum (Fatmawati et al., 

2020).  

Pasal 3  UU No 20 tahun 2003 

tentang  Sistem Pendidikan Nasional, 

yang menyatakan bahwa "Pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan  berfungsi  dan membentuk  

watak  serta peradaban  bangsa yang 

bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa  kepada  Tuhan  

Yang Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis 

(Fatmawati & Sholikin, 2019). 

Pendidikan  itu  sangat  penting,  

namun  beberapa  masyarakat  tidak 

mampu mengaksesnya. Berbagai ragam 

masalah yang sering dihadapi  salah 

satunya termasuk tuntutan ekonomi 

keluarga dan biaya pendidikan yang 

tinggi, yang   menyebabkan   beberapa   

orang   memilih   untuk   bekerja    

daripada meneruskan  pendidikan  ke 

jenjang  yang lebih tinggi.  Pendidikan,  

menurut Pasal  1    ayat (1) UU No.  20 

Tahun 2003, bahwa  sistem pendidikan  

nasional harus  mampu  menjamin   

pemerataan   kesempatan  pendidikan,  

peningkatan mutu  serta relevansi  dan 

efisiensi manajemen  pendidikan  untuk  

menghadapi tantangan  sesuai  dengan  

tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal,  

nasional,  dan global sehingga perlu 

dilakukan pembaharuan pendidikan 

secara terencana, terarah,  dan 

berkesinambungan.  

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase 

Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 

2022-Maret 2023 

Daerah Tahun Jumlah 
penduduk 
miskin 

Presentasi 
penduduk 
miskin 

Perkotaan 

Sept 
2022 

11.82 7.50 

Sept 
2022 

11.98 7.53 

Mar 
2023 

11.74 7.29 

Pendesaan 

Mar 
2022 

14.34 12.29 

Sep 
2022 

14.38 12.36 

Mar 
2022 

14.16 12.22 

Mar 26.16 9.54 
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Total 
2022 
Sep 
2022 

26.36 9.54 

Mar 
2023 

25.90 9.36 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 
(2022-2023) 

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah 

penduduk miskin pada Maret 2023 

sebesar 25,90% juta  orang,  menurun  

0,46% juta  orang terhadap  September 

2022  dan  menurun  0,26%  juta   orang  

terhadap  Maret  2022.  Persentase 

penduduk   miskin  perkotaan  pada  Maret  

2023  sebesar 7 ,29%, menurun 

dibandingkan September 2022 yang 

sebesar 7,53%. Sementara itu, persentase 

penduduk miskin perdesaan pada Maret 

2023 sebesar 12,22% menurun 

dibandingkan  September  2022 yang  

sebesar 12,36%.  Dibanding  September 

2022,  jumlah  penduduk  miskin  Maret  

2023  perkotaan  menurun  sebanyak 

0,24%  juta  orang  (dari  11,98% juta  

orang  pada  September  2022  menjadi 

11,74% juta orang pada Maret 2023).  

Sementara itu, pada periode yang sama, 

jumlah penduduk miskin perdesaan 

menurun sebanyak 0,22% juta orang (dari 

14,38% jutorang pada September 2022 

menjadi  14,16% juta orang pada Maret 

2023).  Selanjutnya jika  dilihat dari 

tingkat kemiskinan  di Jawa Timur tahun 
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(2021-2023) dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel  1.2  Tingkat Kemiskinan  Provinsi 

Jawa Timur Tahun (2021-2023) 

Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur 

Tahun 2021 2022 2023 

Presentase 
(%) 

4572.73 4181.29 4188.81 

Sumber: Badan Pasat Statistik kemiskinan 
Provinsi Jawa Timur (2021-2023) 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat, bahwa tingkat kemiskinan di Jawa 

Timur pada tahun 2021  berada di angka 

4572,73%, dan pada tahun 2022 tingkat  

kemiskinan  di Jawa Timur  mengalami  

penuruan  hingga  mencapai 4181,29%, 

namun pada tahun 2023 mengalami 

kenaikan tidak jauh dari tahun 2022, yaitu 

mencapai 4181,81 %.  Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS). 

Tingkat  kemiskinan di Provinsi Jawa  

Timur  pada  tahun  2021 hingga  tahun  

2023  cukup  tinggi,  tingkat kemiskinan  di  

seluruh   Kabupaten/Kota  yang   ada   di  

Provinsi  Jawa   Timur berjumlah total  

4188.81 %.  Kabupaten Lamongan sendiri  

memasuki 10 besar Tingkat kemiskinan 

yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pada 

tahun 2021 tingkat kemiskinan  di  

Kabupaten  Lamongan  mencapai   166.82%,  
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selanjutnya  pada tahun  2022 mengalami  

penurunan  cukup  signifikan  di angka  

151.08%,  dan pada tahun 2023 juga 

mengalami penurunan namun hanya 

mencapai 149.94%. Hal  ini  menjadi   salah  

satu  penghambat   akses  masyarakat  ke  

pendidikan, terutama bagi mereka yang 

hidup dalam kondisi  ekonomi yang kurang 

baik. Oleh  karena  itu  dengan  adanya  

beasiswa  ini  di harapkan  menjadi  fasilitas 

masyarakat yang kurang mampu untuk bisa 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi, sehingga progam  beasiswa  ini 

dapat mempermudah  akses masyarakat 

untuk menempuh dunia pendidikan 

(Solikhin, 2016). 

Sejatinya kemiskinan merupakan 

salah satu masalah yang sangat rumit dan 

memberikan  dampak ke berbagai bidang 

terutama  pendidikan. Berbagai cara sudah 

dilakukan oleh pemerintah dalam 

mengatasi kemiskinan, mulai dari 

pemberian  BLT  bagi  masyarakat  ekonomi  

lemah,  adanya  kartu  Indonesia Pintar,  

pendidikan  gratis,  perbaikan  dan  

perkembangan  kampung.  Namun, pada 

kenyataannya angka kemiskinan tetap 

tinggi. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi 

salah satu faktor penghambat bagi 

masyarakat dalam mengakses pendidikan, 

dan tingginya angka harapan lama sekolah, 

serta kenaikan angka pemikahan dini. Atas 

dasar itu, diharapkan dengan adanya 

pemberian beasiswa ini mampu untuk 

mempermudah  masyarakat  di Kabupaten  

Lamongan  dalam mengakses  pendidikan  

yang  lebih  tinggi  dan  guna  meningkatkan  

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Sehingga dengan berkesinambunganya 

progam beasiswa  ini  dari tahun  2022  

hingga  hari  ini,  merupakan  salah  satu 

bentuk komitmen  pemerintah  daerah  

dalam  menjamin pemerataan  pendidikan  

bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan. 

Tabel 1.3 Angka Harapan Lama Sekolah 
Lamongan Tahun (2021-2023) 

Angka Harapan Lam Sekolah Lamongan 

Tahun (2021-2023) 

Tahun 2021 2022 2023 

% 13,77 14,01 14,02 

Sumber: BPS Kab. Lamongan Tahun 
(2021-2023) 

Berdasarkan tabel di atas, dari 

tahun 2021 hingga tahun 2023 angka 

harapan lama sekolah terus mengalami 

peningkatan. Hal itu yang mendorong 

Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk 

terus berkomitmen dalam mengatasi 

permasalahan tersebut. Atas dasar, itu 

progam beasiswa perintis ini salah satu 

wujud  ataupun  bentuk strategi  

Pemerintah  Daerah Kabupaten  

Lamongan dalam meningkatkan minat 
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pendidikan bagi masyarakat yang kurang 

mampu. 

Bupati Lamongan dalam Progam 

Beasiswa ini mengatakan Beasiswa 

Berkualitas   Dan   Gratis   diharapkan   

mampu   mempunyai   dampak   pada 

pemerataan pendidikan, progam ini juga 

diharapkan mampu dalam meningkatkan 

Angka Lama Sekolah, serta untuk 

meningkatkan Indek Sumber Daya 

Manusia  melalui  pendidikan, 

mengentaskan  kemiskinan  lewat 

pendidikan, mencegah pemikahan  dini 

dan meningkatkan daya saing sumber 

daya manusia dan untuk menarik 

investasi dari luar. 

Hubungan  kemiskinan  dan 

Pendidikan  menjadi  dua hal yang saling 

memiliki  keterkaitan.  Di satu sisi 

dampak kemiskinan  di dunia pendidikan 

salah satunya ialah, banyaknya anak 

putus sekolah dikarenakan tidak 

memiliki biaya.    Sedangkan pendidikan  

memberikan  kemampuan  untuk 

berkembang lewat  penguasaan  ilmu  

dan  keterampilan.   Pendidikan  juga  

menanamkan kesadaran akan 

pentingnya martabat manusia. Mendidik 

dan memberikan pengetahuan  berarti 

menggapai masa depan. Hal tersebut 

seharusnya menjadi semangat untuk   

terus   melakukan upaya   

mencerdaskan    bangsa.   Tidak 

terkecuali, keadilan  dalam memperoleh  

pendidikan  harus  diperjuangkan  dan 

seharusnya pemerintah berada di garda 

terdepan untuk mewujudkannya. 

Penduduk miskin dalam konteks 

pendidikan sosial mempunyai kaitan 

terhadap upaya pemberdayaan, 

partisipasi, demokratisasi, dan 

kepercayaan diri, maupun kemandirian. 

Namun,  pendidikan  perlu  mendapatkan  

prioritas utama dalam mengatasi 

kebodohan, keterbelakangan, dan 

ketertinggalan sosial ekonominya. 

Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  

merupakan  salah  satu  permasalahan 

dari masalah  pendidikan  adalah  faktor 

kemiskinan.  Sehingga  alasan 

kemiskinan  ini menjadikan  banyaknya  

anak yang  mengalami  putus  sekolah 

dikarenakan masalah biaya. 

Pemerintah Kabupaten Lamongan 

memberikan jaminan pemerataan 

pendidikan di Lamongan melalui 

Program  Beasiswa  Pendidikan  

Berkualitas  dan  Gratis  (PERINTIS).  

Bahwa berdasarkan pertimbangan  

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

serta untuk melaksanakan  ketentuan  

dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati 

Nomor 34 Tahun 2022 tentang  

Pedoman  Teknis Pemberian  Beasiswa  
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Pendidikan bagi Mahasiswa  melalui  

Program  beasiswa  PERIN TIS.   

Pemerintah  Kabupaten Lamongan  

melalui Dinas  Pendidikan  

mengalokasikan  anggaran  dari APBD 

untuk beasiswa bagi mahasiswa kurang 

mampu ingin berkuliah di Perguruan 

Tinggi Negeri di Jawa dan Bali atau 

Swasta di Kabupaten Lamongan. Karena 

keterbatasan dana yang tersedia, maka 

perlu adanya seleksi untuk menentukan 

penerima beasiswa tersebut.  

Sasaran dari program  

pemberian bantuan beasiswa  

pendidikan  ini adalah mahasiswa  yang  

berasal  dari keluarga  tidak  mampu  di 

daerah  dan diutamakan yang belum 

menerima bantuan serupa/sejenis  dari 

sumber dana baik APBN, APBD Provinsi 

Jawa Timur maupun sumber dana 

lainnya. Beasiswa ini diperuntukan bagi 

mahasiswa S 1,  baik itu mahasiswa baru 

dan atau  perpanjangan   yang  berasal  

dari  keluarga  kurang  sejahtera  dan  

atau memiliki  prestasi/Hafidz  yang  

sedang  belajar  di  Perguruan  Tinggi  

Swasta Kabupaten Lamongan dan 

Perguruan Tinggi Negeri Jawa-Bali. 

Bentuk bantuan beasiswa   

pendidikan adalah bantuan   

Pemerintah Daerah berupa beasiswa 

yang diberikan dalam bentuk uang dan 

bersifat stimulant. Adapun alokasi   

anggaran beasiswa   mahasiswa Sl  

melalui program "PERINTIS"   dari     

keluarga    tidak    mampu   dan  atau 

berprestasi   diberikan   satu   kali   dalam   

satu   tahun   dan   dengan   masa 

perpanjangan beasiswa tersebut.  

dikatakan bersifat  stimulant, artinya 

adanya progam  ini diharapkan dapat 

membangkitkan  generasi muda untuk 

tetap bisa melanjutkan  pendidikan  

mereka  hingga  ke jenjang  pendidikan  

lebih  tinggi. Selain itu diadakan  progam  

beasiswa  ini yaitu untuk  meningkatkan  

kualitas sumber daya manusia di 

Kabupaten Lamongan yang berdaya 

saing. 

Permasalahan  informasi 

mengenai beasiswa  sering kali terjadi  

karena kurangnya  sosialisasi yang 

efektif, sehingga banyak calon penerima 

beasiswa tidak mengetahui  adanya 

kesempatan  tersebut  atau tidak paham  

persyaratan dan prosedur 

pendaftarannya. Hal ini mengakibatkan 

peluang yang seharusnya dapat   

dimanfaatkan   oleh   banyak orang   

menjadi terlewatkan. Sosialisasi 

program  beasiswa  merupakan  salah 

satu langkah penting  dalam memastikan 

kesempatan pendidikan yang merata 

bagi seluruh lap is an masyarakat. N 
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amun, dalam praktiknya, seringkali 

ditemukan kendala dalam pelaksanaan 

sosialisasi program beasiswa yang 

efektif. 

Oleh karena itu, dibentuk 

Peraturan Bupati No. 34, tahun 2022 

tentang pedoman pemberian  beasiswa  

bagi mahasiswa  dari keluarga kurang 

mampu, bahwa  ada  beberapa   syarat  

untuk  mendapatkan  beasiswa   yaitu  

salah  satu caranya adalah dengan 

mengikuti  atau memperhatikan kriteria 

dan syarat yang ditentukan  oleh 

Pemerintah  Daerah agar dapat diberikan  

sesuai dengan kriteria penerima  yang 

membutuhkan dan tepat sasaran. 

Sesuai dengan kebijakan 

tersebut,  maka  persyaratan yang  

ditetapkan Pemerintah  Daerah  

Kabupaten  Lamongan  kepada  calon  

penerima  beasiswa antara lain:  

• WNI

• Siswa  kelas  12

SMA/SMK/sederajat  atau  alumni

gapyear  2022  dan 2023 yang

masih berkesempatan ikut SNBT

2023

• Siswa  dari  keluarga tidak  

mampu  dibuktikan surat  

keterangan   tidak mampu (SKTM) 

atau kartu Indonesia  pintar (KIP) 

atau sejenisnya 

• Punya  tekad  besar  masuk  PTN

lewat jalur  SNBP,  SNBT,  dan

seleksi mandiri

• Mengikuti    akun Instagram    

@beasiswaperintis dan   

membagikan postingan  Beasiswa  

Perintis  2024. 

Tabel 1.4 Jumlah Penerima Beasiswa 
Berkualitas dan Gratis di Kabupaten 
Lamongan  

No PTS/PTN Tahun Jumlah 
Penerima 

1. Negeri 2019 158 

Swasta 138 

2. Negeri 

Swasta 

2020 120 

94 

3. Negeri 2021 168 

Swasta 71 

4. Negeri 2022 177 

Swasta 132 

5. Negeri 2023 230 

Swasta 127 

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. 
Lamongan Tahun 2023 

Berdasarkan tabel   di   atas,   

merupakan  perolehan capaian    

target penerima beasiswa miskin 

berprestasi sesuai dengan penerima  

setiap tahunnya. Adapun  kenaikan  dan  

penurunan   angka  penenma   setiap  

tahunya  dengan besaran dana yang 

didapat untuk mahasiswa  di kampus 
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negeri berjumlah  Rp. 4.000.000.00 juta, 

sementara untuk mahasiswa di kampus 

swasta berjumlah Rp. 3.000.000.00 juta. 

Pelaksanaan  program  pemberian  

beasiswa  bagi  siswa  dari  keluarga 

tidak   mampu   jenjang    pendidikan    

dasar   ini   didasarkan   atas   kebijakan 

pemerintah dalam meningkatkan  

ketersediaan layanan pendidikan, 

memperluas keterjangkauan  layanan 

pendidikan, dan menjamin kepastian 

memperoleh  layanan  pendidikan  serta 

meningkatkan  kualitas  pendidikan  di 

Kabupaten   Lamongan   dalam  Program   

beasiswa   Perintis.   Dengan  adanya 

bantuan  beasiswa  tersebut  diharapkan  

siswa dari keluarga  tidak boleh putus 

sekolah   karena    alasan   tidak   mampu    

memenuhi pendidikan. 

Pemerataan pendidikan  

merupakan  salah  satu indikator  

keberhasilan pembangunan pendidikan 

di suatu daerah. Mulai dari peningkatan  

angka lama sekolah   yang   ada   di  

Kabupaten   Lamongan   ini   semakin   

lama   semakin meningkat, peningkatan  

indeks pembangunan  manusia  di bidang 

pendidikan, mengurangi  angka  

kemiskinan  melalui  pendidikan  hingga  

mencegah pemikahan   dini.  Namun,  

pemerataan  pendidikan   di  Kabupaten  

Lamongan masih belum  optimal.  Hal ini 

terlihat  dari masih  adanya kesenjangan  

antara daerah perkotaan dan   

pedesaan  dalam   hal akses   

pendidikan,   kualitas pendidikan, dan 

partisipasi pendidikan. Selanjutnya  

Kualitas pendidikan juga merupakan   

salah satu   indikator   keberhasilan   

pembangunan  pendidikan, Namun,    

kualitas    pendidikan     di    Kabupaten     

Lamongan     masih    perlu ditingkatkan. 

Program  beasiswa  perintis  di 

Kabupaten  Lamongan  merupakan  salah 

satu upaya untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan tersebut. 

Program  ini diperuntukkan  bagi siswa-

siswi berprestasi  dari keluarga kurang 

mampu yang berasal  dari daerah 

pelosok.  Program  ini diharapkan  dapat 

membantu  siswa• siswi  tersebut  untuk  

melanjutkan pendidikan  ke jenjang   

yang  lebih  tinggi, sehingga dapat   

meningkatkan pemerataan dan   

kualitas   pendidikan di Kabupaten  

Lamongan. 

Akan  tetapi  berdasarkan  

informasi  dan yang  ditemukan  di  

lapangan masih  banyak  masyarakat   

yang  belum  sepenuhnya  mendapatkan   

beasiswa tersebut  entah  karena  

masalah  administrasi  ataupun  prestasi  

yang  diperoleh untuk mendapatkan  

beasiswa berkualitas  dan gratis ini. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan  

metode kualitatif deskriptif.  Penelitian 

kualitatif mencakup data dari  

Implementasi Progam Penyaluran   

Beasiswa Berkualitas Dan Gratis Bagi 

Mahasiswa Di Kabupaten Lamongan, 

metode penelitian   kualitatif  merupakan   

salah  satu  Jems  metode untuk 

mendeskripsikan,  mengeksplorasi   dan  

memahami   pada  makna  yang  oleh 

sejumlah individu atau sekelompok 

orang dianggap berasal dari masalah 

sosial atau kemanusiaan. Proses   

penelitian kualitatif melibatkan    

upaya-upaya penting, seperti 

mengajukan  pertanyaan-pertanyaan dan 

prosedur-prosedur, mengumpulkan   

data  yang  spesifik  dari partisipan,  

menganalisis   data  secara induktif mulai  

dari tema-tema  yang  khusus  ke  tema-

tema  yang  umum,  dan menafsirkan 

makna data. Laporan akhir untuk 

penelitian  ini memiliki  struktur atau 

kerangka  yang fleksibel.  Siapapun yang 

terlibat dalam bentuk penelitian ini 

harus menerapkan cara pandang 

penelitian yang bergaya induktif, 

berfokus terhadap  makna  individual,  

dan menerjemahkan kompleksitas  

suatu persoalan. 

Data  yang  dikumpulkan  berupa  

kata-kata,  gambar,  dan bukan  angka-

angka disebut penelitian jenis deksriptif. 

Untuk memberikan gambaran tentang 

penyajian   laporan,   laporan   penelitian    

akan   berisi   kutipan   data,   catatan 

lapangan, foto, rekaman wawancara, dan 

dokumen resmi di lembaga yang akan 

diteliti. 

Karena pendapat tersebut di atas 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

peneliti untuk memaparkan beasiswa di 

daerah Lamongan di implementasikan 

sebagai program  Bupati,  maka  metode  

penelitian  kualitatif tepat  digunakan 

pada penelitian ini. Dengan 

mengunakan metode penelitian  

kualitatif peneliti berusaha   mengetahui   

secara mendetail bagaimana   

implementasi   progam beasiswa PERIN 

TIS terhadap masyarakat yang kurang 

mampu dan berprestasi di Daerah 

Lamongan. 

Peneliti menggunakan data 

lapangan untuk melihat secara langsung 

topik penelitian, penelitian  ini dapat 

dikatakan natural. Penelitian  deskriptif 

adalah jenis penelitian yang paling dasar. 

Meskipun tidak menggunakan angka, 

penyelidik penelitian ini   

menggunakan kalimat untuk   

menggambarkan peristiwa yang terjadi 

di lapangan yang berkaitan dengan 
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situasi di Dinas Pendidikan  Kabupaten  

Lamongan  terkait dengan Program  

Penyaluran Beasiswa Berkualitas dan 

Gratis (PERINTIS). 

Hasil dan Pembahasan 

Implementasi  Kebijakan Program 

Beasiswa Pendidikan Berkualitas  Dan 

Gratis (Perintis) Bagi Mahasiswa di 

Kabupaten Lamongan. 

Progam beasiswa PERINTIS 

adalah beasiswa yang berupa bantuan 

dana yang digunakan dalam pembiayaan 

pendidikan, beasiswa ini diperuntukan 

terutama  bagi masyarakat  Daerah 

Lamongan  yang kurang mampu.  

Sebelum progam beasiswa PERINTIS, 

progam beasiswa di Kabupaten 

Lamongan sudah ada yang bemama  

beasiswa Pemerintah Kabupaten  

(Pemkab). Setelah Bupati Lamongan 

terpilih dan melanjutkan progam 

beasiswa tersebut, maka ada 

penggantian nama untuk progam 

beasiswa yang awalnya bemama progam 

beasiswa pemkab berubah nama menjadi 

progam beasiswa PERINTIS. Progam 

tersebut pelopor utamanya adalah 

Bupati Lamongan. Sejalan dengan visi 

beliau di bidang pendidikan  yakni  

PERINTIS,"Pendidikan berkualitas  dan  

gratis". Maka  dengan  adanya progam  

ini diharapkan  anak-anak  di Lamongan  

dapat menempuh pendidikan hingga  12 

tahun dapat tercapai serta mahasiswa 

dalam kategori kurang mampu dan 

mahasiswa yang memiliki prestasi agar 

dapat melanjutkan  pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa ini 

diselenggarakan  oleh Pemerintah 

Kabupaten Lamongan melalui Dinas 

Pendidikan Kabupaten Lamongan. 

Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan   

Bapak  Chusnu  Yuli  Setyo  Selaku 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 

"Beasiswa  ini  sebenamya  dari pak  

Bupati  yang  mencetuskan  progam 

PERINTIS, kenapa kok perintis menjadi 

progam unggulan,. Karena yang pertama 

bagaimana anak anak ini pembelajar  

selama 12 tahun itu anak• anak 

lamongan ini tercapai semua, paling 

dasar ya anak-anak pendidikan dasar itu 

tuntas semua, jangan  sampai ada anak 

yang tidak bisa sekolah karena  masalah  

biaya.  Makanya  kemudian  diambilkan  

solusi  itu,  nah berikutnya mahasiswa 

juga. mahasiwa itu dibagi 2 mahasiswa 

karena memang  berprestasi  dan 

memang  dari keluarga  tidak mampu. 

Beasiswa yang di kalangan mahasiswa ini 

tidak banyak kuotanya.beasiswa ini juga 

untuk pemerataan pendidikan, 

diharapkan agar anak lamongan ini 

jangan sampai ada yang tidak kuliah 

dikarenakan masalah biaya Pendidikan" 

Berdasarkan wawancara tersebut, 

progam beasiswa ini wujud dari 

kepedulian pemerintah Kabupaten 

Lamongan tentang pentingnya 
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pendidikan. Progam ini diharapkan dapat 

memudahkan masyarakat dalam 

mengakses pendidikan,  serta mengentas  

kemiskinan  melalui jalur  pendidikan.  

Demikian masyarakat Daerah Lamongan 

dengan adanya progam beasiswa 

PERINTIS juga tidak menjadikan alasan 

tidak memiliki biaya untuk melanjutkan 

pendidikan. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  

yang  dilakukan peneliti, dapat 

diketahui bahwa dasar hukum 

pelaksanaan progam beasiswa PERINTIS  

adalah Pasal 6 ayat  (2) Peraturan  Bupati  

Nomor 34 Tahun 2022 tentang  

Pedoman  Teknis Pemberian  Beasiswa  

Pendidikan  bagi Mahasiswa melalui  

Program beasiswa PERINTIS bagi 

mahasiswa dari keluarga kurang mampu 

berprestasi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2021 nomor 10). 

Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan   

Bapak  Chusnu  Yuli  Setyo  Selaku 

Sekretris Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 

"Progam beasiswa  ini sudah lama 

sebelum pak Bupati Yuhronur  nama 

beasiswa itu adalah (pemkab), 

kemudinan diteruskan kebijakan 

beasiswa ini. Berubah menjadi beasiswa 

PERINTIS dan ini milik pak Bupati 

karena visi pak Bupati ini Perintis. 

Beasiswa ini diperuntukan untuk 

mahasiswa kurang mampu punya  

harapan kuliah punya harapan  

Pendidikan  yang lebih lama, Jadi pak Yes 

juga mengatakan bahwa beasiswa 

perintis mampu rnernpunyai irnpek  

pada percepatan pernerataan 

pendidikan, peningkatan angka  lama  

sekolah,  pengingkatan   indeks  rnanusia  

(IPM)  rnengurangi angka kerniskinan  

rnelalui   pendidikan  dan rneningkatkan  

surnber daya manusia”. 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, rnaka dapat diketahui bahwa 

progarn beasiswa di Larnongan sudah 

ada sejak dahulu yang bemarna beasiswa 

PEMKAB,  selanjutnya  progarn  tersebut  

dilanjutkan   oleh  Bupati  Yuhronur 

dengan  narna beasiswa  PERINTIS  

sejalan  dengan  visi  beliau  yaitu 

perintis Pendidikan berkualitas dan 

gratis, dengan adanya beasiswa ini 

rnarnpu rneningkatkan indeks 

pernbangunan rnanusia dan diharapkan 

tidak ada lagi anak yang kesulitan dalarn 

rnengakses pendidikan dikarenakan 

rnerniliki ada biaya. 

Pelayanan  progarn beasiswa  ini,  

ada beberapa  tahapan  dalarn progarn 

beasiswa yang diberikan Dinas 

Pendidikan diantaranya pernberkasan 

data diri, pengurnpulan berkas, verifikasi 

data. Selanjutnya dinas pendidikan 

rnernbentuk tirn untuk rnelakukan 
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survei di rurnah calon penerirna 

beasiswa. Data yang sudah terkurnpul 

kernudian dilakukan verifikasi dan 

divalidasi untuk selanjutnya dilakukan 

seleksi bagi calon penerirna. Dengan 

dernikian penentuan penerirna beasiswa 

dapat ditetapkan sesuai 

kriteria/penentuan yang ada. 

Hal ini  sesuai dengan penjelasan  

Thu Siti Rurniasih selaku staf bagian 

urusan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Larnongan rnenyatakan. 

"Sebenamya proses tahapan   

penerirna   calon beasiswa ini   

lurnayan Panjang, hal itu karenakan  

pertarna rnahasiswa rnelakukan 

pendaftaran serta pernberkasan dan 

nantinya dikurnpulkan lalu dicek apakah 

ada data yang tidak sesuai atau kurang 

lengkap. Selanjutnya input data dan 

setelah itu dibentuk tirn survey dibagi 

tiap kecarnatan yang bertugas 

dilapangan unutk rnendatangi rurnah 

pendaftar tersebut. Setelah rnendapat 

data dilapangan   rnaka  tirn  survei  

tersebut   rnernpresentasikan   hasil   

data lapangan yang diperoleh. Barulah 

nanti ada validasi data dan perbandingan 

data mana yang lebih layak menerima 

beasiswa ini " 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui bahwa dalam 

pelaksaan progam PERINTIS ini tahapan 

seleksi bagi calon penerima beasiswa ini 

cukup panjang. Adanya survei lapangan 

secara langsung oleh tim survei yang 

dibagi di seluruh kecamatan yang ada di 

Lamongan, yang bertugas turun ke 

lapangan  guna memastikan  bahwa  data 

yang  telah  dikumpulkan  memenuhi 

kriteria  calon penerima  beasiswa.  

Pelaksanaa beasiswa  ini harus benar-

benar dijalankan sesuai tahapan yang 

sudah ditetapkan. 

Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan   

Bapak  Chusnu  Yuli  Setyo  Selaku 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 

''beasiswa  itu  dari  anggaran  

APBD  maka  mulai   dari  perencanaan 

kemudian penyusunan menyusun SK 

peraturan Bupati, berapa peraturan 

Bupati nya kemudian sampai anggaran 

diketok di dewan, karena semua terlibat 

dalam kebijakan ini, Bagaimana beasiswa 

ini bisa diimplementasikan, tidak   

semata-mata   beasiswa   ini ada   

anggaran langsung diberikan, mulai dari 

perencanaan, mulai maping didinas 

kemudian kebutuhannya, 

kekurangannya, penambahan yang dikaji 

berkali untuk beasiswa ini”. 

Berdasarkan  hasil wawancara 

yang dilakukan  oleh peneliti  maka dapat 

difahami bahwa anggaran dalam 

pelaksanaa progam beasiswa ini berasal 

dari APBD. Seluruh jajaran   

pemerintahan   ikut  andil dalam  

menyelenggarakan progam beasiswa ini.  

Mulai dari Bupati,  Anggota Dewan dan 

seluruh jajaran yang ada di Dinas 

Pendidikan. 
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Adapun tujuan dilaksanakanya 

progam PERINTIS tersebut adalah : 

1. Meningkatkan Pemerataan 

Pendidikan. 

2. Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM).

3. Mengentas Kemiskinan Melalui

Jalur Pendidikan.

4. Meningkatkan Daya Saing Dan

Menarik Ivestasi Dari Luar

Daerah.

Progam   beasiswa   ini   sudah

diselenggarakan    dari   sebelum   Bupati 

Yuhronur menjabat,  sehingga  ada 

perbedaan  penamaan  progam  beasiswa  

ini, dahulu  beasiswa   ini  bemama   

beasiswa   pemkab.  Setelah  Bupati  

Yuhronur terpilih, maka  progam  

beasiswa ini  dinamakan  beasiswa  

PERINTIS,  hal  itu sejalan   dengan   visi   

beliau   dalam   bidang   pendidikan    

ingin   menjadikan pendidikan sebagai 

jalan untuk mengentas kemiskinan. 

Adanya progam Pendidikan Berkualitas 

Dan Gratis (PERINTIS) ini, diharapkan 

dapat membantu anak-anak  di 

Lamongan  dapat menempuh  pendidikan 

hingga ke jenjang  yang lebih tinggi. 

Sasaran  dari  beasiswa  ini  

diutamakan  untuk  mahasiswa  yang  

kurang mampu  dalam  segi ekonomi.  

Para penerima  beaiswa  ini mengalami  

kenaikan dan penuruan disetiap 

tahunnya. Hal ini bisa terjadi 

dikarenakan beberapa masyarakat  

Lamongan tidak sepenuhnya  

mengetahui  adanya progam  besiswa ini,  

dikarenakan kurang adanya sosialisasi 

dari progam beasiswa ini atau faktor dari  

masyarakat   sendiri   yang   enggan   

untuk   mencari   informasi   mengenai 

beasiswa yang ada di Lamongan. 

Jumlah  dana  dari progam  PERIN 

TIS  yang  diberikan  untuk  mahasiswa 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 

mahasiswa  dari Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) berbeda, jumlah  dana yang  

di terima  mahasiswa  dari perguruan  

tinggi negeri  berjumlah  Rp 4.000.000,-  

sedangkan  mahasiswa  dari perguruan  

tinggi swasta  lebih  rendah  

dibandingkan  dengan  mahasiswa  dari  

perguruan  tinggi, yang berjumlah  Rp 

3.000.000,-. Dari hasil bantuan dana yang 

diberikan kepada mahasiswa perguruan 

tinggi dan swasta berbeda, hal itu sudah 

dipertimbangkan dari  kebutuhan   

mahasiswa   yang  berasal  dari  

perguruan   tinggi  negeri  dan perguruna 

tinggi swasta tersebut.  

Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  

Thu  Siti Rumiasih  selaku  staf bagian 

umum Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 

"Dana  yang  diberikan  bagi 

mahasiswa  swasta  dan negeri  itu beda 
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mas. Karena di Lamongan sendiri seluruh 

kampus masih swasta, nah jadi 

perbedaan jumlah dana tersebut juga 

sudah dipertimbangkan, dan kampus 

negeri  belum  ada  di  Lamongan.  Dana  

yang  diberikan  bagi  mahasiswa negeri  

juga   dapat  digunakan  untuk  

menempuh   PTN   di  luar  Daerah 

lamongan”. 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui faktor yang 

membedakan jumlah dana yang 

diberikan bagi mahasiswa dari 

perguruan tinggi negeri dan perguruan  

tinggi swasta berbeda. Hal itu dapat di 

lihat dikarenakan perguruan tinggi 

negeri di Kabupaten Lamongan belum 

ada, sehingga dana yang diberikan juga 

dapat digunakan untuk menempuh 

perguruan tinggi negeri di luar Daerah 

Lamongan. 

Seperti yang sudah dikemukakan 

sebelumnya di penyajian  data fokus 

penelitian, bahwa penelitian ini 

menggunakan model implementasi 

program dari George Edward   III  

dengan  tujuan   untuk  mengetahui  

proses   implementasi 

Program  PERINTIS  di Kabupaten  

Lamongan. Proses  tersebut  meliputi  

dari 4 unsur,yaitu;  pertama komunikasi, 

kedua sumber daya, ketiga disposisi dan 

yang keempat  adalah  struktur  

birokrasi.  Adapun  keempat  unsur  

tersebut  adalah sebagai berikut: 

Komunikasi 

Komunikasi  sangat menentukan  

keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari 

implementasi kebijakan  publik, 

implementasi  yang efektif terjadi  

apabila para pembuat keputusan sudah 

mengetahui apa yang akan mereka 

kerjakan. pengetahuan atas apa yang 

akan mereka kerjakan dapat berjalan bila 

komunikasi berjalan dengan baik, 

sehingga setiap keputusan kebijakan dan 

peraturan   implementasi   harus   

ditransmisikan   (atau  dikomunikasikan) 

kepada bagian personalia yang tepat. 

Selain itu, kebijakan yang 

dikomunikasikan pun harus tepat, 

akurat, dan konsisten. Komunikasi 

(pentransmisian  informasi) diperlukan  

agar para pembuat  keputusan  dan para 

implementor akan semakin konsisten 

dalam melaksanakan setiap kebijakan 

yang akan diterapkan dalam masyarakat. 

Pelaksanaan progam PERINTIS 

dilaksanakan di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lamongan. Anggaran progam 

beasiswa ini berasal dari APBD, dalam 

pelaksanaan progam beasiswa ini, 

melibatkan seluruh elemen 

pemerintahan  dari mulai Bupati, 

Anggota Dewan, dan seluruh jajaran  di 

Dinas Pendidikan  Kabupaten  Lamongan. 

Progam ini dilaksanakan  setiap tahun 

dan ada sistem perpanjangan beasiswa. 
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Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  

Bapak  Chusnu  Yuli  Setyo  Selaku 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 

"beasiswa ini dari anggaran APBD 

maka mulai dari perencanaan kemudian 

penyusunan SK Peraturan Bupati 

kemudian sampek di ke tok di dewan 

masalah anggaran, artinya semua terlibat 

jadi bagaimana beasiswa  ini bisa 

diimplementasikan  tidak semata mata 

ini saya kasih uang  untuk  biaya  kuliah,  

namun  ada  juga  perencanaan   mulai  

dari maping di dinas kemudian 

kebutuhanya apa penambahanya apa 

kekuranganya  apa, setelah itu dibuatkan 

sk pengajuan  ke Bupati untuk 

ditandatangani.  Semua terlibat dalam 

pelaksanaan beasiswa ini." 

Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

difahami bahwa anggaran progam 

beasiswa PERIN TIS berasal dari APBD. 

Dalam pelaksanaanya melibatkan  

seluruh  elemen Pemerintahan  

Kabupaten lamongan  mulai   dari  

Bupati   DPRD   dan  Dinas   Pendidikan   

Kabupaten lamongan. Progam beasiswa  

ini di bentuk mulai dari perencanaan, 

maping, kebutuhan, kekurangan dan 

penambahan untuk progam beasiswa 

PERINTIS. Setelah itu baru diajukan  

Surat Keterangan (SK) pengajuan  ke 

Bupati untuk disetujui dan 

ditandatangani. 

Pelaksanaan  sebuah progam  

dilakukan  melalui  tahap persiapan  

terlebih dahulu. Pemberitahuan progam 

ini dilakukan dengan cara sosialisasi 

kepada masyarakat Lamongan untuk 

mempermudah masyarakat dalam 

mengakses progam perintis ini, 

sosialisasi progam ini melalui launching 

yang dilakukan oleh   dinas   Pendidikan    

pada    saat   resepsi   kenegaranaan    dan   

resepsi kemerdekan di pendopo. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan  

Thu Siti Rumiasih  selaku staf bagian 

umum Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 

"Jadi sosialisasi progam  beasiswa 

perintis  ini melalui  lauching ketika 

resepsi kenegaraan  dan resepsi 

kemerdekaan  di pendopo  lamongan di 

situ ada launching  tentang  progam  

beasiswa  perintis  seperti itu yang 

pertama nanti ketika sudah dilaunching 

maka diedarkan kepada msayarakat luas 

tentang akses dari progam beasiswa 

perintis ini tentang penyeberanya  

melalui  dinas  Pendidikan,  website  

resmi  perintis  dan melalui instagram 

perintis seperti itu”. 

Berdasarkan hasil wawancara 

diatas, maka dapat dikeahui bahwa 

dalam mengenalkan   progam   PERINTIS  

kepada  Masyarakat   dengan  beberapa 

tahapan sosialisasi mulai dari launching 
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progam pada saat resepsi kenegaraan di 

pendopo  Lamongan,  setelah  itu  barn  

diedarkan oleh Dinas Pendidikan 

melalui website resmi Dinas   

Pendidikan, dan sosial media   

instagram PERIN TIS.  Progam beasiswa 

ini adalah progam yang di bentuk oleh 

Bupati Lamongan yang diselenggarakan 

melalui Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan.  

Wawancara dengan Kavita Nur 

Iswari selaku Mahasiswa penerima 

beasiswa berkualitas dan gratis beliau 

mengatakan bahwa. 

"Untuk beasiswa perintis  saya 

barn dengar, dahulunya  saya mendapat 

beasiswa pemkab, menurnt saya progam 

beasiswa yang saya dapat yang sekarang 

ganti nama jadi perintis ya sudah bagus 

dan berjalan  dengan baik,  tapi untuk 

informasi kurang tersebar luas terntama 

di desa2, saya selalu dapat informasi 

mengenai beasiswa dari kampus mas.  

Pada saat pendaftaran gaono pungutan 

biaya opo-0po ya cuma keluar uang buat 

riwa-riwi pemberkasan saja dan beli 

materai untuk kelengkapan berkas, 

untuk dari progam itu ga ada pungutan 

biaya apapun." 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti, dapat diketahui 

bahwa  dalam proses  penyampaian  

informasi  mengenai  progam  beasiswa 

sudah  berjalan  dengan  baik,  akan  

tetapi  mahasiswa  sering  kali  familiar 

dengan nama beasiswa pemkab, perlu 

adanya tindak lanjut mengenai sosialisasi 

untuk progam perintis. Progam ini sudah 

berjalan dengan baik, saat pendaftaran 

sampai pengumuman, tidak ada 

pungutan biaya apapun dalam progam 

perintis. 

Wawancara dengan Eko Kusuma 

Izharnl Ulum selaku mahasiswa yang 

tidak menerima progam beaisiswa 

berkualitas dan gratis mengatakan. 

"Penyampaian progam  beasiswa  

berkualitas  dan  gartis  ini  berjalan 

dengan baik, tapi masih terdapat kendala  

seperti keterbatasan  dalam bermedia  

sosial untuk mengetahui  progam 

beasiswa  berkualitas  dan gratis ini serta 

kurangnya sosial langsung kepada 

masyarkat terntama dipendesaan, 

dikarenakan masih banyak masyarakat 

pelosok desa yang kurang  mampu  dan 

seharusnya  menerima  beasiswa  ini, 

malah justru tidak mengetahui progam 

beasiswa ini”. 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

diketahui  bahwa  beberapa  masyarakat   

banyak  yang  belum  mengetahui 

progam tersebut dikarenakan  minimnya 

bermedia  sosial dan masih banyak 

masyarakat di pelosok desa yang belum 

mengetahui progam beasiswa PERINTIS 

serta ada ketidaksesuaian  antara yang 

seharusnya menerima dan yang 

seharusnya tidak menerima progam 

tersebut. 
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Wawancara dengan Retno Puji 

Astuti selaku mahasiswa mengatakan. 

“Masih   banyak   masyarakat    

lainya   masih   banyak   yang   belum 

mengetahui progam beasiswa tersebut, 

dikarenakan ada beberapa Masyarakat 

yang tidak sepenuhnya memakai media 

sosial dalam keseharianya, sehingga 

belum pemah ada masyarakat 

didaerahnya menerima beasiswa 

tersebut”. 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

diketahui bahwa  masih terdapat  

keterbatasan  masyarakat dalam 

bermedia sosial,  hal  itu yang  

menyebabkan  sulitnya informasi  

mengenai  progam perintis. Sehingga 

masih belum ada masyarakat yang 

memperoleh progam beasiswa tersebut. 

Wawancara dengan Mahfudhin 

selaku mahasiswa mengatakan. 

“Semua bentuk beasiswa 

termasuk perintis sudah terintemalisasi  

oleh petugas pelaksana beasiswa, 

beasiswa ini tidak mengimplimentasikan 

secara lugas bahwa beasiswa  ini belum  

sepenuhnya  berjalan  dengan dengan 

baik, bahwa beasiswa ini tidak 

merepresentasikan  syarat-syarat 

menuntut ilmu dengan baik yang 

diantaranya adalah dana, usaha, 

kecerdasan berteman dengan guru dan 

waktu yang lama”. 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

diketahui bahwa progam beasiswa, 

termasuk perintis, telah terintervensi 

oleh petugas pelaksana. Dalam arti, 

beasiswa tidak tersalurkan benar-benar 

secara objektif dengan standard-

standard yang  semestinya. Misal,   

tidak  semua kelompok mahasiswa    

yang  benar-benar    membutuhkan    

dana untuk melanjutkan  pendidikan 

tersalurkan beasiswa tersebut. Sehingga, 

kesan yang diberikan adalah tidak 

meratanya penyaluran program 

beasiswa ini. 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti, maka  

dengan demikian, kesimpulan dari hasil 

wawancara oleh Pihak Dinas Pendidikan  

dan masyarakat  tentang  implementasi  

kebijakan  progam pemberian  Beasiswa  

Berkualitas  Dan  Gratis  di  Kabupaten  

Lamongan  ini dalam penyampaian  

sudah sesuai dengan tahapan yang 

ditetapkan. Menurut panitia pelaksana 

progam  ini sudah berjalan  dengan baik. 

Akan tetapi tidak dengan masyarakat  

yang tidak atau belum  mendapatkan  

informasi  ataupun progam beasiswa ini 

menurutnya masih kurang berjalan  

dengan baik. 

Proses  komunikasi  diharapkan  

lebih ditingkatkan  lagi agar informasi 

bisa benar-benar  tersebar  luas  di 

masyarakat  Lamongan  dan masyarakat  

di pelosok  desa juga  bisa mendapatkan  

informasi  mengenai progam  beasiswa 
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berkualitas  dan  gratis  tersebut.  Banyak  

masyarakat  yang  masih  familiar dengan 

progam beasiswa pemkab, perlu adanya 

tindak lanjut mengenai sosialisasi,  agar 

progam beasiswa PERIN TIS bisa merata 

ke seluruh daerah Lamongan hingga ke 

pelosok desa dan dalam variabel 

komunikasi juga menentukan 

keberhasilan dari implementasi progam. 

Sumber Daya 

Para pelaksana kebijakan yang 

bertanggungjawab untuk melaksanakan 

kebijakan tidak memiliki  sumber daya 

yang  diperlukan  untuk melakukan 

pekerjaan mereka secara efektif, 

implementasi kebijakan tersebut tidak 

akan efektif. Tanpa sumber daya, 

kebijakan tidak diwujudkan untuk 

memberikan pemecahan masalah yang 

ada di masyarakat dan upaya 

memberikan pelayan pada masyarakat. 

Pelaksanaan   progam   PERINTIS   

ini   tidak   menitikberatkan   pada 

beberapa pihak saja, dalam progam ini 

ada pihak penanggungjawab dan pihak 

yang   bertugas   dalam   pelaksanaan   

progam   PERINTIS.   Pihak   yang 

bertanggung  jawab  dalam  progam  ini  

adalah  Kepala  Dinas  Pendidikan, 

namun untuk pelaksanaanya  melibatkan 

seluruh elemen yang ada di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Lamongan, dan 

ada pembagian tugas masing dari Sub 

Bagian yang ada di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lamongan. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan  

Bu Siti Rumiasih selaku staf bagian 

umum Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 

“untuk jumlah sumber daya kita 

menargetkan seluruh elemen yang ada di 

Dinas Pendidikan,  mulai dari bapak 

kepala dinas, pak Sekdin,  dari tim survey 

juga dari kasubag pak kasi dan pak kabid 

yang lain terkait progam beasiswa ini 

dari semua elemen perbidang itu nanti 

ada perwakilannya masing-masing. Jadi 

kabid kasi terus Kadin sekdin perbidang 

masing-masing terus ada lagi tambahan 

dari tim survei yang melaksanakan 

survei, dan penanggungjawab utama 

sebagai pak Kadin. Anggaranya melekat 

pada bagian umum”. 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

diketahui bagaimana pelaksanaan  

progam beasiswa  ini untuk para sumber 

daya manusia yang bertugas dan 

bertanggung jawab atas 

terleselenggaranya progam  ini.  Adapun  

tambahan  tim  survei yang  turun ke  

lapangan  untuk memastikan   layak  atau  

tidaknya   mahasiswa   untuk   menerima   

progam beasiswa ini. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan  

Thu Siti Rumiasih selaku staf bagian 

umum Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 
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“Untuk tim survey memang sudah 

ada timnya sendiri untuk pelaksaan 

survey dari tahun ke tahun, diambilkan 

dari tenaga kontrak yang ada di dinas 

Pendidikan ini yang melaksanakan 

survey ke rumah-rumah mahasiswa 

dalam pengumpulan  data dari hasil 

turun ke lapangan lalu dipresentasikan 

mengenai hasil data dari lapangan 

tersebut”. 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti, untuk para 

tim survei yang turun ke lapangan 

diambil dari tenaga kontrak yan ada di 

Dinas Pendidikan. Para petugas survei 

ditugaskan untuk mengambil data di 

lapangan   mengenai   calon   mahasiswa   

penerima beasiswa itu, untuk 

memastikan bahwa mahasiswa itu layak 

atau tidak dalam menerima progam 

beasiswa ini. 

Para pelaksana bertugas dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan 

keahlian yang mereka miliki, sehingga 

dalam pelaksanaannya, para pelaksana 

bisa menyampaikan maksud dari 

Program PERINTIS dengan baik dan 

benar kepada pemanfaat, yaitu 

memberikan pelayanan yang baik 

mengenai progam beasiswa ini. 

Indikator sumber daya dalam 

mengimplementasikan program juga 

meliputi tugas dan wewenang, 

kewenangan merupakan hal penting dan 

diperlukan. Dengan  adanya  wewenang  

yang jelas maka  sesuai dengan  apa yang 

telah ditetapkan. Hal tersebut akan 

mempermudah para pelaksana untuk 

melakukan tugasnya dengan baik.  

berikut  adalah  susunan keanggotaan  

tim pengendali beasiswa PERINTIS. 

Disposisi 

Faktor ketiga yang mempengaruhi  

tingkat keberhasilan implementasi 

kebijakan publik bagi adalah disposisi. 

Disposisi atau sikap dari pelaksana 

kebijakan adalah faktor penting ketiga 

dalam pendekatan mengenai 

pelaksanakan suatu kebijakan publik. 

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin 

efektif, maka para pelaksana  kebijakan  

tidak hanya harus mengetahui  apa yang 

akan dilakukan tetapi juga harus 

memiliki kemampuan untuk 

melaksanakannya sehingga dalam 

praktiknya tidak bisa terjadi. 

Kompetensi atau karakterisitik 

yang harus dimiliki oleh para pelaksana 

Program PERINTIS di Kabupaten 

Lamongan. Berdasarkan yang sudah 

disebutkan diatas dapat diketahui bahwa 

kualitas sumber daya manusia dalam 

implementasi Program PERIN TIS secara 

keseluruhan  sudah baik. Namun  masih 

terdapat beberapa kekurangan, yaitu 

salah satunya adalah terkendalanya 

petugas yang turun ke lapangan  

jumlahnya terbatas sehingga  
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membutuhkan   waktu  yang  cukup lama, 

dikarenakan ada urusan lain yang harus 

diselesaikan dikantor. Sehingga hal 

tersebut menyebabkan adanya rangkap 

tugas yang dilakukan oleh petugas tim 

survei. 

Struktur Birokrasi 

Stuktur  Birokrasi  yang 

mempengaruhi  tingkat  keberhasilan 

implementasi kebijakan publik adalah 

struktur birokrasi. Walaupun sumber• 

sumber untuk melaksanakan  suatu 

kebijakan  tersedia  atau para pelaksana 

kebijakan mengetahui apa yang 

seharusnya dilakukan dan mempunyai 

keinginan untuk melaksanakan suatu 

kebijakan, kemungkinan kebijakan 

tersebut tidak dapat terlaksana atau 

terealisasi karena terdapatnya 

kelemahan dalam struktur birokrasi. 

Pelaksanaan progam harus sesuai 

dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 

Perlu diketahui bahwa dalam prosedur 

tahapan yang sudah ditetapkan harus 

memiliki tujuan yangjelas dan 

terstruktur. Dengan demikian proses 

pelaksaan progam  dapat berjalan  

dengan dengan maksimal  apabila dalam 

pelaksaan progam tersebut memenuhi 

tahapan prosedur. 

Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  Bapak  

Chusnu  Yuli  Setyo  Selaku 

Sekretris Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 

“Berkaitan dengan proses 

pelaksanaan  dalam implementasi 

kebijakan progam beasiswa berkualitas 

dan gratis di kabupaten lamongan, beliau 

mengatakan bahwa dalam proses 

pelaksanaan  implementasi kebijakan 

sudah  berjalan  sesuai  prosedur  dengan  

proses  yang  terstruktur  dan sudah 

ditetapkan (SOP). Panitia pelaksana 

sudah menjalankan tugasnya dengan  

baik  sebagaimana   yang  diberikan  

tugas  dan  amanah  serta tanggung 

jawab  dari  Kepala  Dinas  Pendidikan.  

Meski  begitu  beliau juga mengatakan 

bahwa banyak hambatan dilingkup 

administrasi dikarenakan data   dari   

pendaftar    tidak    sesuai dengan    

keadaan lapangan” 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah dilakukan oleh peneliti maka 

dapat difahami bahwa dalam pelaksaan 

progam tersebut sudah memilik SOP 

dalam pelaksanaa progam agar tujuan  

dan sasaran dapat dioptimalkan  dan 

tidak membutuhkan proses yang lama. 

Proses pelaksanaan progam harus ada 

kesinambungan  antara  pembuat  

kebijakan  dan pelaksana  kebijakan,  

agar memudahkan proses komunikasi 

dalam pelaksanaan progam tersebut. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan 

Bu Siti Rumiasih selaku staf bagian 

umum Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 
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“Terkait proses pemberian 

beasiswa berkualitas dan gratis kami 

sudah melakukan  sosialisasi  untuk 

berkoordinasi.  Tidak  ada permasalahan 

yang  serius  dalam  koordinasi  antara  

pembuat  dan pelaksan  semua berjalan   

dengan  baik.  secara  garis  faktual  

langsung  berhubungan dengan perintah 

yang diberikan langsung oleh Bupati”. 

Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah dilakukan oleh peneliti maka 

dapat  difahami  bahwa  dalam proses  

pelaksanaan  progam  tersebut  sudah 

dilakukan  proses   koordinasi   antara  

pembuat   kebijakan  dan  pelaksana 

kebijakan.  Dengan dernikian progarn 

PERIN TIS akan lebih rnaksirnal dalarn 

pelaksanaanya dan dengan rnudah 

rnenargetkan tujuan utarna dari progarn 

ini sesuai dengan tahapan prosedur yang 

sudah ditetapkan. 

Faktor Pendukung 

Faktor Pendukung Internal 

Dasar Hukum yang jelas 

Suatu  progam  yang  

diimplementasikan   harus  memiliki   

dasar hukum yang jelas. Landasan 

hukum sebagai juga dapat 

mempengaruhi keberhasilan dalam 

suatu progam. Berdasarkan  penelitian 

yang telah dilakukan  oleh peneliti,  maka  

dapat  diketahui  bahwa  dasar  hukum 

utama  progam PERINTIS   dinas  

Pendidikan kabupaten  lamongan 

adalah bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, serta untuk melaksanakan  

ketentuan  dalam Pasal 6 ayat (2) 

Peraturan  Bupati  Nomor  34 Tahun  

2022  tentang  Pedoman  Teknis 

Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi 

Mahasiswa Melalui Program Perintis, 

perlu menetapkan Keputusan Bupati 

Lamongan tentang Tim Pengendali  

Pemberian  Beasiswa  Pendidikan  Bagi  

Siswa  SD,  SMP, SMA Sederajat  dan 

Mahasiswa  Melalui Program Perintis. 

Peraturan Bupati  No.  22,  Tahun  2019 

Nomor  22,  Peraturan  Bupati  (perbup) 

tentang pedoman pemberian  beasiswa 

bagi mahasiswa  dari keluarga kurang 

mampu. 

Dasar  hukum  penunjang  lainya  

adalah  Peraturan  Daerah Kabupaten 

Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2021  nomor  10). 

Dukungan Tim Pengendali Progam 

Setiap pengendali program  

PERINTIS  sudah diberikan tugas dan 

tanggungjawab masing-masing sesuai 

dengan tugas yang diberikan. Setiap 

pengendali harus bekerja  sesuai dengan 

tugas pokok dan harus saling  

berkoordinasi  satu  sama  lain.  Selain  

pembagian  tugas  pokok yang jelas, 
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komitmen dari pengendali juga sangat 

baik. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan 

Bapak Chusnu Yuli Setyo Selaku Sekretris 

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 

menyatakan. 

“Baik  mas,  untuk  tim  pengendali   

sudah  ada  pembagian   tugas masing-

masing  sesuai dengan tugas yang 

diberikan.  Semua tim pengendali  

progam  ini sudah menjalankan  tugas 

dan kewajiban dengan maksimal, dan 

menjalankan tugas sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditetapkan”. 

Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

untuk tim pengendali progam PERINTIS 

sudah ada pembagian tugas  dan 

tanggung jawab  masing-masing  serta  

menjalankan  tugas dengan maksimal. 

Dan dengan adanya tim pengendali 

progam PERINTIS ini diharapkan agar 

penyelenggaraan  progam beasiswa ini 

benar-benar tepat sasaran dan bisa 

membantu para pelajar di Kabupaten 

Lamongan  untuk  bisa  melanjutkan  

pendidika  ke jenjang  yang  lebih tinggi.  

Faktor Eksternal 

Kebutuhan masyarakat dalam 

mengakses pendidikan. 

Faktor   yang   mempengaruhi   

keberhasilan   ada   4   faktor   salah 

satunya adanya sumber daya manusia 

dan dukungan para pengendali progam.  

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  

oleh  peneliti,  bahwa dalam pelaksaan 

progam beasiswa PERINTIS di 

Kabupaten  Lamongan di dukung  

dengan  adanya  sumber  daya  manusia  

dan  tim  pengendali progam beasiswa 

ini, dengan adanya kebutuhan 

masyarakat yang kurang mampu  untuk  

mempermudah dalam mengakses   

pendidikan   melalui progam beasiswa 

PERIN TIS.  Sehingga progam ini 

diselenggarakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lamongan melalui Dinas 

Pendidikan. 

Pemerintah Kabupaten lamongan 

menyelenggrakan progam beasiswa 

PERINTIS melalui dinas pendidikan, 

progam ini diperuntukan bagi  

masyarakat daerah  lamongan  yang  

kurang  mampu  dalam  segi ekonomi dan 

masyarakat yang memiliki prestasi. 

Dengan adanya progam tersebut,  

diharapkan  dapat  memberikan  

kemudahan untuk  masyarakat yang 

kurang mampu dalam mengakses 

pendidikan ke jenjang  yang lebih tinggi. 

Faktor Penghambat 

Faktor Internal 

Kendala Tim Seleksi 

Adanya  kendala  dalarn  

adrninistrasi  dalarn  seleksi  penentuan 

calon penerirna beasiswa benar-benar 

harus di pastikan bahwa data yang 

didapat sesuai dengan data yang ada 
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dilapangan,  pencocokan dan 

perbandingan data, antara data yang 

diberikan oleh pendaftar dan data  yang  

ada  didapatkan  dari  dilapangan  harus  

sesuai.  Hal  ini nantinya yang akan 

dibuat perbandingan dibeberapa 

wilayah kecarnatan  yang  ada  di 

Larnongan  untuk  rnenentukan  siapa 

yang paling sesuai dengan kriteria 

penerirna beasiswa tersebut. 

Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  

Bapak  Chusnu  Yuli  Setyo Selaku  

Sekretris  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  

Larnongan rnenyatakan. 

''hambatan yang selalu terjadi 

yakni rnasalah adrninistrasi yang benar-

benar  harus  kaji  berkali-kali.  ketika  

ada  data rnasuk di validasi  kernudian  

rnereka kroscek  lapangan  Kernudian  

ini  di validasi  dan rnernunculkan  

antara rnahasiswa  rniskin ini   dan 

rnahasiswa  lain  itu  di  kroscek  lagi  

oleh  kecarnatan  lain  Ini, rnungkin 

rniskin di kecarnatan A tetapi 

dikecarnatan B ada yang lebih rniskin 

Kalo rnisalnya ada 500 ana yang di pilih 

125 untuk rnernotong 375 itu girnana 

caranya itu yang paling  sulit untuk 

rnernbandingkan  itu rnenurut  saya 

sulitnya  disitu karena  nanti 

pertanggung jawabanya  dipertanyakan 

dan dipresentasikan,  dan ada ada yang 

rnernunculkan tapi datanya tidak 

lengkap narnurn secara  urnu  kita  sudah  

berusaha  sernaksirnal  rnungkin  untuk 

rnendapatkan  rnahasiswa  yang  benar-

benar  menerima beasiswa ini". 

Berdasarkan dari wawancara 

wawancara tersebut, rnaka dapat 

difaharni bahwa kendala  yang sering 

terjadi saat proses pelaksanaan progarn 

PERINTIS tersebut adalah sulitnya 

rnernbandingkan data dari hasil yang 

didapatkan dari pendaftar dan data dari 

lapangan. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan  

Ibu  Siti Rurniasih  selaku  staf bagian 

urnurn Dinas Pendidikan Kabupaten 

Larnongan rnenyatakan. 

''Kesulitan yang sering di alarni 

yaitu dari perbandingan  antara 

rnenentukan  ini yang  lebih  layak untuk  

rnendapatkan  beasiswa perintis.  Karena 

kita disini juga  ada kuota yang hams  

dipenuhi dan pendaftar jurnlahnya  lebih 

banyak dari yang diterirna, untuk 

rnengerecutkan pendaftar ini rnenuju 

kuota yang ditentukan kita hams 

rnengelirninasi dari data data 

rnahasiswa pendaftar itu 

rnernbandingkan  tingkat  kernarnpuan  

dari rnahasiswa  ini rnasih rnenjadi  

dilerna dan rnasih selalu rnenjadi  

dilerna rnakanya kita kan punya 

prioritas  1   (P 1 ), P 1   ini girnana yang 

hams prioritaskan karena kita ada 

indikasi kalo kita tidak rnernberikan 

bantuan ada kernungkinan rnahasiswa 

ini tidak bisa rnelanjutkan kuliah”. 

Berdasarkan  dari wawancara  

tersebut,  rnaka dapat  dihaharni bahwa  

salah satu harnbatan yang selalu terjadi 

yaitu dalarn proses penyeleksian bagi 

calon penerirna progarn beasiswa ini 

adalah, pernbandingan data yang sudah 
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diperoleh dari calon penerirna, dari data 

tersebut nantinya akan rnernberikan 

hasil akhir untuk bakal calon penerirna 

progarn beasiswa ini. 

Keterbatasan Jurnlah Dan Waktu Tim 

Survei 

Adanya keterbatasan jurnlah tirn 

survei dan waktu untuk turun 

kelapangan  dalarn rnengurnpulkan  

data  yang diperoleh  dari  hasil 

menyurvei rumah masyarakat pendaftar. 

Dikarenakan tim surve1 diambilkan dari 

tenaga kontrak dan waktu untuk survei 

terbatas dikarenakan  sering  

bertabrakan  dengan  tugas  di  kantor  

dan  lokasi yang sulit di jangkau. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan  

Ibu  Siti Rumiasih  selaku  staf bagian 

umum Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lamongan menyatakan. 

"Untuk  tim  survei  sudah  ada  

pembagianya  sendiri,  untuk  tim survei   

diambilkan   dari   tenaga   kontrak   yang   

ada   di   dinas pendidikan. Mungkin 

kendala yang sering di alami tim survei 

adalah ketika mereka masih ada tugas 

yang belum diselesaikan di kantor  dan  

kesulitan  untuk  menemukan   lokasi  

yang  akan  di survei,  mungkin  lokasinya  

yang  berada  di pelosok  desa.  Maka 

biasanya untuk  survei lapangan  ini  

sangat membutuhkan  waktu yang lama”. 

Berdasarkan wawancara tersebut, 

maka dapat difahami dalam pelaksanaan 

progam PERIN TIS terdapat kendala yang 

sering di alami oleh tim pelaksana 

khususnya dibagian tim seleksi dan tim 

survei. Hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan dalam proses pencocokan, 

perbandingan,  dan penentuan penerima 

progam PERIN TIS ini harus benar-benar  

sesuai dengan kriteria calon penerima 

progam beasiswa ini,  sedangkan  dari 

bagian  tim  survei mungkin  

keterbatasan jumlah dan waktu yang 

dilakukan untuk survei di lapangan. Tim 

survei yang diambilkan dari tenaga 

kontrak, sehingga hal itu membuat jam 

kerja kantor  dan pelaksanaan  survei 

terganggu  dan  membutuhkan  waktu 

yang    lama.    Akan    tetapi    

permasalahan    tersebut    masih    dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Kesimpulan 

Progam beasiswa PERINTIS 

adalah beasiswa yang berupa bantuan 

dana yang digunakan  dalam pembiayaan  

pendidikan, beasiswa  ini diperuntukan 

terutama bagi masyarakat Daerah 

Lamongan yang kurang mampu. Sebelum 

progam  beasiswa  PERINTIS,  progam  

beasiswa  di Kabupaten  Lamongan 

sudah ada yang bemama beasiswa 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab). 

Setelah Bupati Lamongan terpilih dan 
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melanjutkan progam beasiswa tersebut, 

maka ada  penggantian  nama  untuk  

progam  beasiswa yang awalnya  

bemama progam beasiswa pemkab   

berubah   nama menjadi progam   

beasiswa PERINTIS. Progam tersebut 

pelopor utamanya adalah Bupati 

Lamongan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan  dapat ditarik Kesimpulan 

bahwa, secara umum Implementasi 

Kebijakan Program Beasiswa Pendidikan 

Berkualitas Dan Gratis (Perintis) Bagi 

Mahasiswa Di Kabupaten Lamongan, 

sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, 

masih terdapat kendala yang menjadikan 

hambatan saat pelaksanaan progam, 

kendala yang sering terjadi saat proses 

pelaksanaan progam PERINTIS tersebut 

adalah sulitnya membandingkan data 

dari hasil yang didapatkan dari pendaftar 

dan data dari lapangan dan juga masih 

terjadi kendala saat pelaksanaan, 

kendala tersebut berasal dari sumber 

daya manusia yang terbatas, sehingga 

dalam proses pelaksanaan   tim  survei  

sedikit  membutuhkan   waktu  yang  

lebih  lama dikarenakan ada rangkat 

tugas untuk tim survei yang diambilkan 

dari tenaga kontrak yang ada di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Lamongan. 
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